SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA 'FEWS f Sl

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : % TAHUN 2022

TENTANG

KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG DINAS KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA S

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Gub@mur N(}mm ﬁ

Tahun 2016 telah ditetapkan Sistem Pembagzan Jasa;_...,
Pelayanan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sm‘zgal_}_'._'_-

Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa berdasarkan Peraturan Gubern‘m N@m&r ]58';}-__-_‘{_'.”_7

Tahun 2021 telah ditetapkan pembahan nemr*ﬁkiatm;} i
Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai- Bangkeng menjadi -
Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkangg-i;f

Dinas Kesehatan Provinsi Kahmantaﬂ Bamt

bahwa Peraturan Gubernur Nomior 6 Tahun 2@16:_.:'-."';:’:.‘:
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah’ hda.k

sesuai dengan kondisi saat ini, untuk itu: per‘lu dlg&n‘tl

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana di;’ '_f'_'-"':
maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka =~
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang S1stemi“_._._ R

Pembagian Jasa Pelayanan pada Unit’ Pelayanaﬁ Teknis:

Klinik Utama Sungai Bangkong - Dmas Kesehataﬁa

Provinsi Kalimantan Barat;

Pasal 18 ayat (6) UndaﬁgnUndanv Dasar Negaraf__}-if-:': ._'-‘_?.--‘"-

Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun' 20031‘.@3’1‘1&1”1% |
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 Tentang
Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5027) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5571);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaiman telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607},

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lemnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6780);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
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Menetapkan

10.

11.

12.

Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan  Barat (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 5);

Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2021 Tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama
Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat {Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor
158);

Keputusan Gubernur Nomor 1790/RSJDSBE/2021
tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Unit
Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat;

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMBAGIAN
JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEXNIS KLINIK
UTAMA SUNGAI BANGKONG DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.  Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yvang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi Kalimantan Barat,

4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit

Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Barat.

5. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Klinik

Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Rarat.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayvanan sebagai
upaya imbalan terhadap pekerjaan yvang telah dilakukan karyawan Unit
Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Barat.

Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan
atas jasa yang telah diberikan kepada klien Unit Pelaksana Teknis Klinik
Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
Jasa pelayanan medik adalah imbalan yang diterima oleh dokter umum,
dokter gigi, dokter spesialis jiwa, dokter spesialis lainnya.

Jasa tenaga kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh perawat,
perawat gigi, pranata laboratorium, apoteker, asisten apoteker,
nutrisionis, psikolog, radiographer, fisioterapi, terapis wicara, terapis
okupasi, akupuntur, penata anasthesi, bidan, sanitarian, penyuluh
kesehatan masyarakat dan penunjang lainnya.

Jasa pelayanan penunjang non medis adalah imbalan yang diterima oleh
pengelola instalasi air dan listrik, teknisi peralatan listrilk dan elektronik,
pemelihara sarana dan prasarana, elekitromedis, binatu, konselor, koki
dan pekerja sosial.

Jasa pelayanan administrasi adalah imbalan yang diterima oleh
administrasi umum, administrasi kesehatan, administrasi poliklinik,
administrasi data perawatan, rekam medis, arsiparis, analis kepegawaian,
pranata humas, penjaga keamanan kantor, pengelola barang, penyimpan
barang, pengelola keuangan, bendahara penerima, bendahara
pengeluaran, verifikator keuangan, pengelola keuangan, penyusun
program, anggaran dan pelaporan.

Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan untuk
meningkatkan kinerja, bersumber dari jasa pelayanan yang diremunerasi
sesuai dengan kontribusi dan kinerja karyawan.

Distribusi insentif didasarkan pada indeks jenis pekerjaan (indeks insentif
langsung dan indeks emergensi), indeks jabatan, indeks pendidikan,
indeks pangkat dan indeks masa kerja.

Indeks adalah metode atau cara untuk menentukan besaran insentif yang
diterima oleh individu atau karyawan.

Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana
Teknis Klinik Utama Sungai Bangkongyang berfungsi untuk mendukung
tata kelola dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis
Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Barat.
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(1)

Pasal 2

Sistem pembagian jasa pelayanan dlmaksucikan t,mmk memngkaikan._-_'.::-'j-;:_,:_.':fj:-:':_.":f

kesejahteraan dan kinerja karyawan UPT melalui p@mbemaﬂ m%:emzf yamg._f . S

adil, transparan dan wajar untuk menderong pemngkatan _mutz

pelayanan kesehatan terhadap pelanggan UPT.

Tujuan sistem pembagian jasa pelayanan pada UP’T adalah unm}g.[

memberikan penghargaan kepada karyawan UPT atas pelavanarz;:_

kesehatan.

BAB If pusSTre
SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN =

Bagian Kesatu

Sumber dan Struktur Pendanaan

Pasal 3

Sumber dan Struktur pendanaan pembagian 3asa pelayanan dengam_,
ketentuan : : SR B

a. sumber dana berasal dan 100 %

Provinsi Kalimantan Barat kepada UPT ' e -
c. 95 % (sembilan puluh lima persem} ciam 45 % (empat pufi
persen) total pendapatan mempakan jasa pelavaﬁan,
d. Dana jasa pelayanan sebesar 3 % {tiga: per sen) dari 95 % i __
puluh lima persen) dari besaran jasa- p@layanan dxkeiala 01@11*? T}:m.:
Pendukung yang dibentuk dengan Reputusaﬂ Kepa}a UPT dan _
e. 92 % (sembilan puluh dua. persen) - be*s;amn jasa __peiayaﬁa:z
didistribusikan kepada seluruh Is:aryawan Aparaiui Sipil Nég ra :
maupun Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Unit. Palaksana"i‘ekﬁ" Tint
Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Prevmm Kahmantaﬂ B a
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(2) Pembagian jasa pelayanan berdasarkan Indeks Jenls Feknrjaan Indeks
Insentif Langsung dan Indeks Emergensa) Indeks Jabatan Indeks
Pendidikan, Indeks Pangkat/Golongan dan Indeks: Masa Km ja

{3) Jasa pe}ayanan dzpemntukan / cizbemkan 1<.epaéa se}uruh ka:yam}aﬁ Khi _

Negara (ASN).
Bag1an Kedua

Proporsi Jasa Pelayanan -

Pasal 4 _ S
Proporsi jasa pelayanan berdasarkan pada o (hma) mdeks, yaitu": o

a. indeks Jenis ?ekezgaan terdlri dam Indeks Itasemlf Lazw&sun

dimulai dari nilai 1 {satu) Sampaz 6 (enam)

F‘asa} 5 x

Pembagian indeks jenis pekerjaan menuzut mdeks

kepala UPT : 10 {sepuluh); o el
b. kepala Sub Bagian/Kepala Seksi 8 '(deiéip'aﬂ)' L o
c. dokter spesialis kedokteran j }rwa 40 (empat puiuh) .
d. dokter spesialis lainnya : 30 (tlga pu}uh) ' o
e. dokter Umum : 25 {dua puluh hma.),

f.  dokter gigi : 20 (dua puluh);

g. perawat rawat jalan : 17 (tujuh 'beias} ;

h. perawat rawat inap : 16 ( enam belas );
i. psikolog klinis : 16 { enam belas);

J. apoteker : 16 (enam belas);

Haln F&Mm}m’? &mm :
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k.

m.

u.

Pembagian indeks jasa pelayanan menurut emergensi sebagazmana t:hmal«;aud e

pranata laboratorium @ 15 (lima belas};

psikolog : 13 (tiga belas); _
fisioterapis/Terapis Wicara/Okupasi Terapis/Asisten Apoteker/
Nutrisionis : 12 (dua belas); _ ' _
perekam Medis/Terapis Gigi Mulut/Sanitarian/Radiografer : 10 (Sejpuluh)

tenaga Psikologi/Penyuluh Kesehatan/Penyuluh Kemasyarakaian / Tekmsz- S

Elektromedis/Pembimbing Kesehatan Kerja : 9 {(sembilan); |

pengolah Makanan, Pejabat Pengadaan Barang dan Ja&a, P’E‘ﬁyusun e SN

Program, Anggaran dan Pelaporan, Bendahara : 8 (deiapan)

konselor adiksi/pengolah data pelayanan/pengelola progi4aiim:"' 't'iam_'___ i |
kegiatan/pengelola pengkajian dan perawatan/ pengadmmlsi:ra& 16'}@;51}:”5}:_.:
medis dan informasi/teknisi peralatan listrik dan elektromka/ tek:mgi'_ S

pemeliharaan sarana dan prasarana/binatu rumah salﬂt/_armpans/anahs e

kepegawaian /administrator kesehatan/pranata = - fi‘itiﬁifas/ pramata

komputer/verifikator  keuangan/pengelola keuangan /pengc)iah da{a o
pembayaran jaminan kesehatan/pengelola barang miiikil S

negara/pengadministrasi penerimaan/analis tata usaha/ clmzcal Z?‘!&?ﬁéé‘i’i&‘ ER

pendidikan dokter : 7 (tujuh);
pengadministrasi umum/kepala instalasi : 6 (enamy);

petugas keamanan/pengemudi ambulan/pramu keb@rszha:n/ ﬁepaiazi_f'-

Ruangan/pengarah/pembina tim/komite, clinical - mstmcm?a L

keperawatan /tenaga kesehatan lain : 5 (lima);
penanggung jawab unit/ketua tim/komite : 4 (empat);
wakil Ketua komite tim/komite : 3 (tiga); dan

anggota tim/komite, ketua divisi tim/komite : 2 {dua).

Pasal 6

dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

a.
b.

oo

jabatan Administrator : 5 (lima);

jabatan Pengawas/dokter spesialis lainnya/dolkter g;tgi/pszkolog/asmten 5;--._3_:_

apoteker/nutrisionis/radiographer : 4 (empat);

dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter : 8 (delapan);

psikolog Klinis/apoteker/perawat rawat inap/perawat. z”awat _]é’:ﬁah /Pfanaiﬁ_'.;_-'-“' ]

laboratorium kesehatan : 6 {(enam);
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€.

Pembagian indeks jasa pelayanan menurut jabatan sebagazmana damaksuéi_;'_:j

terapis wicara/okupasi terapis/teknisi eiektmmedis/ tekmsI p@ra},atan'_." g
listrik dan elektonika /teknisi pemeliharaan sarana _f daﬂ

prasarana/pengelola pengadaan barang dan Jasa/penyusun pmgmm

anggaran dan laporan/petugas keamanan/pengemud1 ambu}an 3 ("uga) : .

dan

fisioterapis/penyuluh kesehatan masyarakat/perekam ?medas/ i:erapis gig;i_ 3 .  _.
dan mulut/sanitarian/pembimbing kesehatan - 1«:613&/1&01’1363@1“::'.; o
adiksi/pengolah data pelayanan/pengelola pmgram : :_'_d_ain’___ |
kegtatan/pengelola pengkajian dan perawatan/ pengadmimstiasz rekam;:’:;'-_-- .

medis dan informasi/penyuluh kemasyarakatan/p{-fngg‘iah' -

makanan/binatu rumah sakit/arsiparis/analis kepegawaian / administr awr'. :

kesehatan/pranata humas/pranata komputer/v&nﬁkawr-   . _:
keuangan/pengelola keuangan/pengolah data pembayayam g &mﬁ’_mn?“.ﬁ -
kesehatan/pengelola barang milik negara/ pengadmiﬁiéﬁﬂa'sf‘if'"-"_" o
penerimaan /analis tata usaha/peno«adminis‘trasi ' umum/ plamu'_:;_;:_._..E_.__'
kebersihan/kepala  instalasi/kepala  ruangan/ penaﬁgguﬂg jawab al _
unit/pengarah /Pembina/ketua tim/wakil ketua tim /&ﬂgg@i@vr:ﬁm /.k @_"_ﬁl?-aﬁ':":-.:'_'."", s

devisi tim/clinical instructur Pendidikan dokter/clinical '_:iﬁ_é‘ifr‘iic_tﬁrf'f'

keperawatan/tenaga kesehatan lain : 2 (dua).

Pasal 7

dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut :

a.
b.

S oo o0

kepala UPT : 40 (empat puluh);

kepala Sub Bagian /Kepala seksi : 30 {tiga puluh);
jabatan fungsional Ahli Utama : 11 (sebelas);
jabatan fungsional Ahli Madya : 10 {sepuluh);
jabatan fungsional Ahli Muda : 9 (Sembilan);
jabatan fungsional Ahli Pertama : 8 {delapan);
jabatan fungsional Penyelia : 8 {(delapan);

. jabatan fungsional Mahir/Penyuluh/Penyusun pmgz*am anggamzﬁ dqm;':';‘:';'f}-?:

pelaporan/Bendahara/Analis tata usaha/Konselor : 7 (tuguh)

jabatan fungsional Terampil/Pengelola pelayanan kesehatan/ Pengclah?:“
makanan/Teknisi peralatan listrik dan eiektmmka/ Tekmsz pemehharaan 5
sarana dan prasarana/ Pengolah data pembayaran BPJS / Verzﬁkatarﬁ-f:“:
keuangan/Pengelola keuangan/Pengelola barang milik 1aegara/Pencfeiaia"--; _3_553:

kepegawaian/Jabatan fungsional lain : 6 (enam);
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k.

Pembagian indeks menurut pendidikan sebagaimana dimak's‘ziﬁ ciafa’iji Pasa14 i

pengadministrasi penerimaan/Pengadministrasi umum/Pengadministrasi:

persuratan : 5 {lima); dan

binatu rumah sakit/Petugas keamanan/ Pengemudi'i ambulaﬁ/me'nu R

kebersihan/Jabatan pelaksana lain : 4 {empat).

Pasal 8

huruf ¢, terdiri dari :

a.
b.

™0

5w

o
+

k.

dokter Spesialis Jiwa : 16 (enam belas);

S-2 + Profesi Psikolog /S-2 +Ners Spesialis Jiwa /S-2 -KéSeh‘étéﬂj" iaimzjya . :.-:"3_

2 { dua belas );
S-2 Umum lainnya : 11 {sebelas); : o
S-1 Dokter/ S-1 Dokter gigi/S-1 Apoteker/Profesi Ners/ Profe& Pszkaiog
10 ( sepuluh }; e
3-1 Psikologi/S-1 Keperawatan/S-1Kesehatan lamnya 8 (deiapazl)
D-4/5-1 umum : 7 {tujuh);
D-3 Keperawatan/Kesehatan lainnya : 6 {enam);
D-3 non Kesehatan : 5 (lima);
D-1: 4 (ernpat);
SLTA kejuruan/umum : 3 (tiga);
SMP : 2 (dua); dan
3D ;1 {satu}.

Pasal 9

Pembagian indeks menurut pangkat/golongan ss—:bag&umaﬁa dlmaksud daiam*:-;_

Pasal 4 huruf d, dimulai dari 1 (satu) seian;utnya d;tambah 1 (sam) '

tingkatan panglkat/golongan.

Pembagian Indeks menurut masa kerja sebawalmana dlmaksud dalam Pasal 4;:'- -

Pasal 10

huruf e, dinilai dengan bobot :

a. <1 tahun =1 (satu);

b. 1 -5 tahun = 2 (dua};
c. 6 - 10 tahun = 3 (tiga);

d. 11~ 15 tahun = 4 (empat};

Kang PRRANGHAT ﬁm&
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e. 16 - 20 tahun = 5 (lima); dan
f. 20 tahun keatas =6 {enam).

Pasal 11

(1} Rincian dasar pembagian indeks jasa pelayanan: sebagaimana dzmaksuci .:-'::_:';_-._
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10, tercantum. daiam lampﬁ‘an Vang'-f'-- T

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan: Gubernur i

{2} Perhitungan jasa pelayanan perorangan adalah - mt&ﬁ Skor peroramgm}'f:'}: | :"::
dibagi total skor seluruh karyawan dikalikan Jumlah jasa yamg akaﬁﬁ_;_'.‘::f.;ﬁ}

dibagikan.

(3] Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembavarmi jasa peiayanan dlaﬂly;;:_ S

lebih lanjut dengan Keputusan Kepala UPT.

BAB III
TATA KELOLA
Bagian kesatu . _
Pembagian Jasa Péiayéﬁan |

Pasal 12 i _ o
Pembagian jasa pelayanan dilaksanakan oleh um yang dz‘bemuk dengan um
Keputusan Kepala UPT. - : :

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Jasa P@iayanan

Pasal 13 _ S
(1} Besaran jasa pelayanan yang diterima d1dasarkan atas tmgkat kehadzmn _
dalam pelaksanakan tugas kechnasan ' :

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat' kehzadzran scbagmman élmakfsud'i
pada ayat (1), mengacu pada ketentuan pez a‘turan p&rundang—undmlgan
dengan ketentuan: R

a. Pemotongan Jasa Pelayanan 25% (dﬁa puluh hma pei"sen) se}z-s_ma
(enam) bulan bila tidak masuk kerja tempa alasan yanw sah secs
kumulatif 11 - 13 hari kerja; - : B R

b. Pemotongan Jasa Pelayanan 25% (dua- puiuh hma persen) semma 9
(sembilan} bulan bila tidak masuk kerja tanpa alasan Yang sah SB z;a'_'r_
kumulatif 14 - 16 hari kerja; ' L

c. Pemotongan Jasa Pelayanan 25 % (dua puiun hma persexz) S@}ama
(dua belas) bulan bila tidal masuk kerja tanpa aiasan y&mg sah s&cam
kumulatif 17 - 20 hari kerja; dan e -

d. Tenaga Kesehatan yang tidak memililki STR dan SIP tldak mendapatka_
Indek Insentif Langsung dan Indelx Emergensi. AT

10
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Bagxaﬂ Ketzga e
P@l&poran

Pasal 14
Pengelolaan, penemmaan cian pengelua:ran Jasa 'pel yar
menjadi tanggung jawab Kepala UPT dan d1laporkan _epada;.(}ubernu meia 1i
Kepala Dinas Kesehatan. S R ;

: BAB IV
I&BTENTUAN PENUTUP

Pasal 15 »_;f

Provinsi Kalimantan: Barat Tahun 2016 Nomor 6)
tidak berlaku. : : :

T Pasalls
Peraturan Gubernur i 11*11 muiai beﬂaku pada tanggal?
Agar setiap orang mengetahumva memenntahk’
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR Ao, TAHUN 2022 : .
TENTANG BSISTEM PEMBANGIAN JASA PELAYANAN PADA UPT KLiNHﬁ 2
UTAMA SUNGAI BANGKONG DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTA"{‘%
BARAT

REKAPITULASI PEMBAGIAN INDEKS JASA PELAYANAK

INDEKS JENIS PEEERJAAN

INDEKSINSRNTIF | INDEKS |
NO JENIS PEKERJAAN LANGSUNG =~ | EMERGENSI
i 2 3 T a
1. | KEPALA UPT 10 5
3. | KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKSI ) 2
3 DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA 40 T8
4. | DOKTER SPESIALIS LAINNYA 30 A
5. | DOKTER 35 &
6. | DOKTER GIGI 26 T
7. | PSIKOLOG KLINIS 16 6
5. | PSIKOLOG 13 a
9. | SARJANA PSIKOLOGI 9 2
10. | APOTEKER 16 6
11. | PERAWAT RAWAT INAP 16 6
12, | PERAWAT RAWAT JALAN 17 6
13, | FISIOTERAPIS 12 T
14, | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT ) 5 _' -2_ B
15, | TERAPIS WICARA 13 3.
16, | OKUPASI TERAPIS 12 3
17. | PEREKAM MEDIS 10 3
18. | TERAPIS GIGI DAN MULUT 10 T2
19, | ASISTEN APOTEKER 12 i
50, | PRANATA LAB KES 15 6
31, | NUTRISIONIS 12 g
32. | SANITARIAN i0 T2
23. | RADIOGRAFER 10 ) 7 =
24, | TEKNISI ELEKTROMEDIS 3
35. | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA 5

12
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INDEKSINSENTIF | INDEKS |

NO JENIS PEKERJAAN LANGSUNG ;EME’E?GE;@Si‘-_" Rl
36, | KONSELOR ADIKSI 7 T
27. | PENGOLAH DATA PELAYANAN 7 o
28. | PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN 7 2
29. | PENGELOLA  PENGKAJIAN  DAN 7 e
PERAWATAN N
30. | PENGADMINISTRASI REKAM  MEDIS 7 2"
DAN INFORMASI L
31. | TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN 7 T3
ELEKTRONIKA -
32. | PENYULUH KEMASYARAKATAN 2
33. | TEKNISI PEMELITIARAAN SARANA DAN 3
PRASARANA Lo
34 | PENGOLAH MAKANAN 8 R
35. | BINATU RUMAH SAKIT 7 2
36. | ARSIPARIS 7 B
37. | ANALIS KEPEGAWAIAN 7 2
33. | ADMINISTRATOR KESEHATAN 7 o
30. | PRANATA HUMAS 7 2
40. | PRANATA KOMPUTER 7 2
41. | PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN 8 T
JASA oy
42. | PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN 8 3
PELAPORAN S
43, | BENDAHARA 8 o
44, | VERIFIKATOR KEUANGAN 7 T2
45. | PENGELOLA KEUANGAN 7 BN
46. | PENGOLAH  DATA  PEMBAYARAN 7 B
JAMINAN KESEHATAN S
47. [ PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA 7 T
48. | PENGADMINISTRASI PENERIMAAN 7 o
49. | PENGADMINISTRASI UMUM 6 o
50. | ANALIS TATA USAHA 7 a2
51. | PETUGAS KEAMANAN 5 3
52. | PENGEMUDI AMBULAN 5 B
53. | PRAMU KEBERSIHAN 5 S
54. | KEPALA INSTALASI 6 By
55. | KEPALA RUANGAN 5 o
13
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INDEKSINSENTIF | INDBKS | =
NO JENIS PEKERJAAN LANGSUNG | EMERGENSI |

56, | PENANGGUNG JAWAB UNIT 4 o 2

57. | PENGARAH/PEMBINA TIM/KOMITE

58. | KETUA TIM/KOMITE

59. | WAKIL KETUA TIM/KOMITE

) EVE S
B35 bo

60. | ANGGOTA TIM/KOMITE

61. | KETUA DIVISI TIM/KOMITE

-~ bo

62, | CLINICAL INSTRUCTUR PENDIDIKAN
DOKTER

RS TSI ST S S AT

63. | CLINICAL INSTRUCTUR KEPERAWATAN/ 5 | o
TENAGA KESEHATAN LAIN .

INDEES JABATAN

NO KEDUDUKAN ©oL U NIAL

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA R

KEPALA SEKSI PELAYANAN BRE el 1

KEPALA SEKSI PENUNJANG T e

JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA (DOKTER SPESIALIS) | 14 | | -

JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA [DOKTER S?ESIALIS) R

JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA (DOKTF‘ R SPESIALI‘%)

JABATAN FUNGSTONAL AHLI PERTAMA (DOKTER SPI‘SEALIS)_ BT

LR NS A B W N e e

JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA (DOKTER UMUM) | i3 |

[y
e

JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA (DOKTER UMUM) 5 |

oy
o

JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA (DOKTER UMUM) |10 | = |

[y

JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA(DOKTER UMUM] | 6

[y
e

JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA I

ok
=

JABATAN FUNGSIONAL AMILI MADYA

[o}
foued

f—
“

JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA

16. | JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA

17. | JABATAN FUNGSIONAL PENYELIA

18. | JABATAN FUNGSIONAL MAHIR

19. 1 JABATAN FUNGSIONAL TERAMPII,

20. | PENYULUH KEMASYARAKATAN

21. | PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN

22. | BENDAHARA

14
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NO KEDUDUKAN Sl ooNmar

23. | ANALIS TATA USAHA

24, | KONSELOR

25. | PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN

o o w3 =

26. | PENGOLAH MAKANAN

27, | TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA

28. | TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

29. | PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN

30. | VERIFIKATOR KEUANGAN

31. | PENGELOLA KEUANGAN

32. | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

33. | PENGELOLA KEPEGAWAIAN

olel ol o ol o o

34. | PENGADMINISTRASI PENERIMAAN

35. | PENGADMINISTRASI UMUM

36. | PENGADMINISTRASI PERSURATAN

37. | BINATU RUMAH SAKIT

vl Gl o ol

38. | PETUGAS KEAMANAN

39. | PENGEMUDI AMBULAN

40. | PRAMU KEBERSIHAN

41. | CPNS/PPPK JABATAN FUNGSIONAL AHLI FERTAMA (DOKTER) |

42, | CPNS/PPPK JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA

43. | CPNS/PPPK JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL

oo Slel oo

44. | TENAGA KONTRAK JABATAN DOKTER

45, | TENAGA KONTRAK PSIKOLOG/NERS

i

46. | TENAGA KONTRAK D-III KESEHATAN

47. | TENAGA KONTRAK D-1IT NON KESEHATAN

48. | TENAGA KONTRAK SLTA SEDERAJAT

INDEKS PENDIDIKAN

NO PENDIDIKAN o NAr

2 s

DOKTER SPESIALIS 1 T 16 SR

NERS + §-2 SPESIALIS oz

PSIKOLOG + S$-2 / 8-2 KESEHATAN LAINNYA. ' | 32 fo

S-2 UMUM LAINNYA R BN Tt

PENDIDIKAN DOKTER R e v, e B

DOKTER GIGI IR T e N

N ol oy Al wl e e

APOTEKER —1 o

15
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NO PENDIDIKAN CloNmar

NERS. T

PSIKOLOG . .m_f

10. | SARJANA PSIKOLOGI/SARJANA KEPERAWATAN / SARJANA o Y
KESEHATAN LAINNYA B

11.| D 4/ 81 UMUM

12, D 3 KEPERAWATAN/ D 3 KESEHATAN LAINNYA

13.| D 3 NON KESEHATAN

14, D-1

15. | SLTA KEJURUAN UMUM

16.| SMP

S ST TS HE T = Y RS T

17.1 8D

INDEKS PANGEAT

NO PANGKAT/ GOLONGAN o oNmAr

. et _. : 3-_'}

PEMBINA UTAMA 1V/e R T e

PEMBINA MADYA 1v/d [ TR

PEMBINA UTAMA MUDA 1V/c S TR

O s L N

PEMBINA Tk.I. IV/b T - 14

PEMBINA IV/a O R -

PENATA Tk.I 1/d G R

PENATA 11/ ¢ = 11

S =1 v n

PENATA MUDA Tk.L 1lI/b/X B Gl
PENATA MUDA Ili/a/IX T

f—
<o

PENGATUR Tk.I. 11/d

frert
oy

bt
e

PENGATUR MUDA Tk.L [I/b

9
[
PENGATUR II/c/VII ?
| -
5

et
5]

PENGATUR MUDA Ii/a

bmad
Ia

JURU Tk.1. 1/d o _: 4'-'-_. .

ot
o1

JURU I/c

o

JURU MUDA Tk, 1/b P R

J—y
~]

JURU MUDA 1/a

16
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INDEES MASA KERJA

NO MASA KERJA NILAL
1 ) . 3
1 | <1 TAHUN i
2 | 1-5TAHUN 3
5 76~ 10 TAHUN 5
4 | 11- 15 TAHUN 4
5 |16 - 20 TAHUN
6 | 20 TAHUN KEATAS

LGUBERNUR KALIMANTAN-BARAT;? -

UTARMIDJI
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